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MOTTO : 

 Kesabaran yang besar terjadi dalam 2 cara: ketika seseorang dengan sabar 

menderita banyak hal, atau ketika seseorang menderita hal-hal yang 

mampu ia hindari, namun tidak menghindarinya. (St. Thomas Aquino) 

 “Hormatilah Ayahmu dan Ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu 

oleh Tuhan, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah 

yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu.” – (Ulangan 5:16) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Di era globalisasi ini, teknologi sudah semakin maju dan canggih. Canggihnya 

perkembangan teknologi komputer dan berpadu dengan basis sistem 

telekomunikasi, dikenal pula satu hal baru yang popular dengan sebutan internet. 

Internet diartikan sebagai jaringan yang telah berkembang di seluruh dunia dan 

menjadi sesuatu fenomena yang mengasyikkan dengan tantangan baru tersendiri.
1
 

Dalam konteks yang sangat kompleks ini, fenomena internet kemudian lebih 

dikenal dengan cyber space.
2
 

Banyak hal yang sudah sangat pesat perkembangannya dengan adanya 

internet, salah satunya dalam hal mendapatkan suatu informasi. Hal ini 

berpengaruh terhadap seluruh negara di dunia. Salah satu negara yang terkena 

dampak dari perkembangan teknologi ialah Indonesia, dapat dilihat dari interaksi 

secara online yang diwujudnyatakan dengan beragamnya media sosial yang 

ditawarkan di masyarakat Indonesia. Dalam buku Melampaui Aktivisme click? 

Media baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer menyatakan sebagai 

berikut, “Indonesia menempati urutan keempat di Asia (setelah Cina, India, dan 

                                                           
 
1
 Maskun dan Wiwik Meilarati, Aspek Penipuan Berbasis Internet, Bandung: Keni Media, 

2018, hlm.13. 

 
2
 Maskun, Kejahatan SIber (cyber crime) Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013 hlm.2 



 
 

Jepang) dan kedelapan di dunia dalam hal jumlah pengguna internet, dengan 

estimasi 55 juta orang yang menggunakan teknologi tersebut saat ini.“
3
 

 Media sosial (selanjutnya disebut medsos) adalah sebuah media online, 

dengan penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 

isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.
4
 Blog, jejaring 

sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh 

seluruh masyarakat di dunia.
5
 Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai berikut, "sebuah kelompok aplikasi berbasis 

internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".
6
 

 Tidak bisa dipungkiri, medsos dalam perkembangan media telah mengambil 

bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti 

televisi, radio, dan lain-lain. Hal itu dapat terjadi karena medsos tidak 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh 

fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat 

peliputan yang lain. 

 Pengguna medsos bahkan bisa aktif, mengambil peran dan independen dalam 

menentukan konten-konten dalam medsos kapanpun dan dimanapun. Pengguna 

                                                           
 
3
 Nugroho dan Syarief, Melampaui Aktivisme click? Media baru dan Proses Politik dalam 

Indonesia Kontemporer, Jakarta: Fredrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonsia, 2012, hlm. 49 

 
4
 Maskun, Op.cit., hlm. 9 

 
5
 Maskun dan Wiwik Meilarati, Op.cit.,  hlm. 14. 

 
6
 Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges 

and opportunities of Social Media". Business Horizons 53(1): 59–68, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial,  Diakses pada 12 Februari 2019 pukul 10.55 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial


 
 

(user) medsos bebas untuk mengedit seperti mengurangi dan menambahkan, 

menyebarkan, serta memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, maupun 

berbagai bentuk konten yang lain. 

 Namun, berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan medsos yang dapat 

dikatakan bebas dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Salah satunya ialah 

munculnya pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh penggunaan medsos yang 

kurang baik. Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan akun-akun 

medsos. Pertama, memakai dengan bijaksana agar tidak merugikan pihak lain. 

Untuk menjadi bijaksana, paling tidak kita harus memahami etiket atau nilai-nilai 

yang baik dan benar dalam menggunaan medsos. Kedua, memakai dengan hati-

hati agar tidak menjadi korban atau dirugikan oleh pihak lain yang 

menyalahgunakan medsos.
7
 

 Sesuai dengan aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan medsos yang 

pertama, yairu memakai dengan bijaksana agar tidak merugikan pihak lain, maka 

kita harus lebih berhati-hati dalam penggunaan medsos. Apabila kita menimbulkan 

kerugian terhadap orang lain di medsos, maka kita akan dikenai sanksi. Sanksi 

tersebut dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata.  

 Dalam hal ini, sanksi yang akan dibahas oleh penulis ialah sanksi perdata. 

Pelanggaran yang dilakukan di medsos dapat dimasukkan ke dalam perbuatan 

melanggar hukum. Hal itu dikarenakan pelanggaran yang dilakukan di medsos 

                                                           
 

7
 Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk 

Kemnterian Perdagangan RI, Jakarta Pusat: Puaat Hubungan Masyarakat, 2014, hlm. 41 



 
 

pada umumnya menimbulkan kerugian bagi orang lain yang merupakan salah satu 

unsur dari perbuatan melanggar hukum. 

 Dalam Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUH Perdata) diatur tentang perbuatan melanggar hukum. 

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan 

undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-

undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia.
8
 Perikatan-

perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, 

terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum.
9
  

 Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan 

yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan 

suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan 

terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Prof. Mariam Darus Badrulzaman 

memberikan contoh sebagai berikut
10

: 

1. Lampau waktu (verjaring), adalah peristiwa-peristiwa dimana pembentuk 

undang-undang menetapkan adanya suatu perikatan antara orang-orang yang 

tertentu. Dengan lampaunya waktu seseorang mungkin terlepas haknya atas 

suatu atau mungkin mendapatkan haknya atas sesuatu. 

2. Kematian. Dengan meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah 

mengikat orang tersebut beralih kepada ahli waris. 

3. Kelahiran, dengan kelahiran anak maka timbul perikatan antara ayah dan 

anak, di mana si ayah wajib memelihara anak tersebut. Pasal 321 KUH 

Perdata: “Tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang 

                                                           
 

8
 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi, Jakarta: 

PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 344 

 
9
 lbid. 

 
10

 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan 

Edisi Kedua, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 8 



 
 

tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka 

dalam keadaan miskin.”.  

 

 Subekti menterjemahkan Pasal 1401 BW kedalam Pasal 1365 KUH Perdata 

sebagai berikut, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang mebawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”.
11

 

 Hoffman, menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melanggar 

hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:
 12

 

1. Harus ada yang melakukan perbuatan. 

2. Perbuatan itu harus melanggar hukum. 

3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain. 

4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya. 

Sejalan dengan Hoffmann, Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa 

syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan 

melanggar hukum adalah sebagai berikut
13

: 

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik bersifat positif 

maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak 

berbuat. 

2. Perbuatan itu harus melanggar hukum. 

3. Ada kerugian. 

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan 

kerugian. 

5. Ada kesalahan (schuld). 

                                                           
 

11
 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Opcit., hlm.298 

 
12

 Rosa Agustina, Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas 

Indonesia, 2003 hlm. 49 

 
13

 Mariam Darus Badrulzaman, Opcit., hlm. 146-147 



 
 

 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum di Indonesia diterjemahkan dari 

bahasa Belanda yaitu “Onrechtmatige daad”. Menurut M.A. Moegeni Djojodirdjo, 

dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat 

apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian 

pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas 

sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan 

sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja 

sehingga menimbulkan kerugiaan pada orang lain, makai ia telah “melawan” tanpa 

harus menggerakkan badannya.
14

 

Selain pengertian dan istilah perbuatan melanggar hukum di atas, masih ada 

beberapa defenisi dari perbuatan melanggar hukum yang pernah diberikan. 

Adapun pengertian dari perbuatan melanggar hukum tersebut adalah sebagai 

berikut.
15

 

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban 

kontraktual atau kewajiban quasi kontractual yang menerbitkan hak untuk 

meminta ganti rugi. 

2. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya 

kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di 

mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan 

biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan. 

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban 

mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak 

memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi. 

                                                           
 

14
 Rosa Agustina, Opcit., hlm.50 

 
15

 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2017, hlm. 3-4 



 
 

4. Suatu kesalahan perdata (civil wrong) terhadap mana suatu ganti kerugian 

dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau 

wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap 

kewajiban equity lainnya. 

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau 

lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang 

lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual. 

6. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan 

hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya 

suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. 

7. Perbuatan melanggar hukum bukan suatu kontrak, seperti kimia bukan suatu 

fisika atau matematika. 

 

 Terminologi perbuatan melanggar hukum merupakan terjemahan dari kata 

onrehtmatige daad dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan istilah tort. Beberapa sarjana ada yang menggunakan istilah tort. Beberapa 

sarjana ada yang menggunakan istilah “melanggar” atau ada juga yang 

menggunakan istilah “melawan” dalam menjelaskan istilah onrehtmatige daad. 

Wirjono Projodikoro menterjemahkan kata onrehtmatige daad menjadi “perbuatan 

melanggar hukum”. Sementara M.A. Moegni Djojodorjo, Mariam Darus 

Badrulzaman, Sri Soedewi, Masjcohen Sofwan, LS Adiwirmata, dan Setiawan 

menerjemahkannya menjadi “Perbuatan Melawan Hukum”.
16

 

 Berdasarkan unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan di dalam medsos apabila ingin 

ditarik ke dalam hukum perdata dapat dimasukkan ke dalam perbuatan melanggar 

hukum. Tapi, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.11 

                                                           
 

16
 Rosa Agustina dkk., Hukum Perikatan, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012, hlm. 1 



 
 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik dinyatakan, “Setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Jadi, 

berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas mengenai bagaimana perbuatan 

yang melanggar hukum di medsos dapat dikatakan telah melanggar hukum 

perdata. 

Agar mempermudah melakukan penelitian, penulis melakukan studi kasus 

terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang akan menjadi bahan studi 

kasus penelitian ini adalah putusan No: 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dengan para 

pihak Safersa Yusana Sertana dan Sanusi Wiradinata di Pengadilan Negeri Jakarta 

Timur. Dalam perkara ini, para pihak berperkara mengenai perbuatan melanggar 

hukum di medsos, yakni terjadinya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh 

Sanusi Wiradinata terhadap Safersa Sertana melalui medsos yaitu facebook. 

Perbuatan yang dilakukan oleh Sanusi Wiradinata di facebook telah 

menimbulkan kerugian terhadap Safersa Sertana, baik itu kerugian materil maupun 

imateril. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul PENCEMARAN 

NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL KAJIAN PERBUATAN 

MELANGGAR HUKUM DARI PUTUSAN NOMOR: 

286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim 



 
 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa hal yang akan 

dibahas dalam penelitian ini ialah: 

1. Apakah pencemaran nama baik melalui media sosial dikategorikan sebagai 

perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor : 

286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim? 

2. Bagaimana tanggung jawab perdata pihak pelaku yang telah melakukan 

perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Nomor 

: 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim? 

C. Tujuan Penulisan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini ialah sebagai 

berikut: 

1. Ingin menganalisis perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial 

sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai dalam Putusan Nomor: 

286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. 

2. Ingin menganalisis tanggung jawab perdata pihak pelaku yang telah 

melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial  dalam 

Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. 

D. Manfaat Penelitian 

 Ada  manfaat yang diharapakan dapat diberikan dari penulisan skripsi ini, 

yaitu: 



 
 

1. Manfaat teoritis 

a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Perbuatan Melanggar 

Hukum tentang perbuatan melanggar hukum di medsos. 

b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur 

bacaan dan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-

penelitian sejenis di masa yang akan datang 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat yang diharapkan melalui penulisan skripsi ini adalah memberikan 

informasi dan masukan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari 

perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian secara perdata 

kepada orang lain di medsos. 

E. Ruang Lingkup 

 Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang 

lingkup pembahasan. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini 

termasuk kedalam ruang lingkup Hukum Perdata, terkhusus membahas perbuatan 

melanggar hukum di medsos dalam perkara perdata Nomor: 

286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dan bagaimana penyelesaian perkara yang dilakukan 

sesuai dengan KUH Perdata. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan 

pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung 



 
 

permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk 

(konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis 

tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan 

dan meramalkan gejala tersebut.
17

 

1. Teori Res Ipsa Loquitur  

Teori res ipsa loquitur dikenal dengan doktrin yang memihak terhadap 

korban. Dalam sustu gugatan perdata, pihak yang mengajukan gugatan perdata 

merupakan orang yang menjadi korban dari perbuatan melanggar hukum yang 

menimbulkan kerugian. Namun, pihak korban dari perbuatan melanggar hukum 

harus membuktikan banyak hal, seperti membuktikan adanya kesalahan dari 

pelaku jika perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan kelalaian atau 

kesengajaan. 

Doktrin res ipsa dalam bahasa Inggris berarti the thing speaks for itself, 

yang berarti dalam bahasa Indonesia terjemahan harafiahnya adalah “benda 

tersebut yang berbicara” hanya relevan sehingga hanya berlaku terhadap kasus-

kasus perbuatan melanggar hukum dalam bentuk kelalaian (negligence).
18

 

2. Teori Keadilan 

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan 

terhadap masalah yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai 

persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum 
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atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan 

diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap 

hukum itu telah adil, dan sebaliknya hukum itu tidak adil.
19

 

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, tetapi ada juga tujuan lain dari 

hukum yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum harus 

mengakomodasi ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, 

diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling 

penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan 

hukum satu-satunya.   Jika demikian bagaimana pandangan tentang keadilan 

menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur 

hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif.
20

    

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang 

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam 

hukum tersebut merupakan proses dinamis yang memakan banyak waktu. 

Upaya ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam 

kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat 

menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan 
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mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa 

didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit.
21

 

John Rawls, berpendapat bahwa keadilan sebagai kebaikan utama dari 

hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Namun kebaikan bagi 

seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa 

keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya 

masyarakat yang lemah. Oleh karena itu harus terdapat keseimbangan antara 

kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Untuk menghindari 

terjadinya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama 

tersebut diperlukan adanya ketentuan hukum yang mengaturnya. Masyarakat 

akan mentaati ketentuan hukum, jika aturannya dapat meletakkan prinsip-

prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar 

orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan 

kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta 

tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat 

berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan 

kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.
22

 

KUH Perdata Indonesia mengatur mengenai prinsip tanggung jawab ini 

berkaitan dengan masalah penyelesaian ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH 
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Perdata, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan 

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
23

 Pasal ini 

terkenal dengan Pasal mengenai tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan 

(based on fault liability), atau biasa disebut Pasal perbuatan melanggar hukum 

dengan beban pembuktian terletak pada korban sebagai penggugat. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan
24

: “Setiap orang yang 

mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya 

sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu 

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam 

suatu negara terutama dalam suatu negara hukum, karena negara harus 

memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang ada di dalam 

negara tersebut. Perlindungan hukum dapat diberikan dengan membentuk suatu 

hukum yang akan mengatur setiap warga negara, sehingga warga negar 

mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. 

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

perlindungan huku. Misalnya, Soejtipto Rahardjo mengemukakan bahwa 

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang 
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dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan 

sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan 

(pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum 

terhadap masyarakat tersebut harus mewujudkan dalam bentuk adanya 

kepastian hukum.
25

 

Perlindungan hukum adalah salah satu cara untuk melindungi masyarakat 

umum dengan membuat peraturan perundang undangan yang dapat mengatur 

yang pelaksanannya dipaksakan dengan adanya sebuah sanksi atas pelanggaran 

terhadap peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) macam, yaitu:
26

 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melakukan suatu kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

4. Teori Tanggung Jawab 

Tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa – apa boleh 
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dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan menurut kamus hukum 

tanggug jawab berarti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa 

yang telah diwajibkan kepadanya.
27

 

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak 

dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga 

membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi 

oleh salah satu pihak tersebut. 

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

seseorang terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar 

hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan 

pidana. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang 

bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan 

tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan 

ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan 

dari perbuatan melanggar hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan 

ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 

G. Metode Penelitian 

 Metode dalam arti harafiah berarti cara. Penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 
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dengan jalan menganalisisnya.
28

 Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki 

dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau 

data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Dengan 

demikian bahwa metode penelitian memberikan suatu solusi dalam hal melakukan 

kegiatan penelitian sehingga peneliti mengetahui dengan benar cara, langkah yang 

hendak dilakukan peneliti.
29

 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah dengan 

menggunakan pendekatan penelitian normatif atau kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan 

yang ada dalam masyarakat.
30

 

Penelitian hukum yuridis normatif dapat dibedakan dalam 5 (lima) 

bentuk
31

, yaitu :  

a. Penelitian terhadap azas-azas hukum; 

b. Penelitian terhadap sistematis hukum; 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronikasi hukum; 

d. Penelitian perbandingan hukum; 

e. Penelitian sejarah hukum. 
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Berdasarkan beberapa bentuk penelitian hukum yuridis normatif di atas, 

maka penulis akan menggunakan bentuk penelitian terhadap azas-azas hukum. 

Hal itu dikarenakan penetitian yang akan dilakakukan oleh penulis akan 

membahas mengenai azas-azas yang terkandung di dalam undang-undang dan 

juga di dalam sebuah putusan. Azas-azas hukum itu diharapkan dapat 

memberikan atau menjawab permasalahan yang dibahas penulis di dalam 

penelitian ini. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan penulis di dalam penelitian ini. 

Metode pendekatan yang dipakai penulis adalah pendekatan undang-undang 

(Statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). 

a. Pendekatan Perundang-undangan 

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu 

memahami heararki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang 

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara 

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diterapkan dalam 



 
 

peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat 

dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan 

regulasi.
32

 Adapun undang-undang yang digunakan penulis di dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. HIR (Het Herzine Indonesich Reglement), 

2. KUH Perdata, 

3. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elekronik 

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)  

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh 

peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan 

oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio 

decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materil. Fakta-

fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya 

asalkan tidak terbukti sebaliknya. Ratio decindendi inilah yang 

menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, 

bukan deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk 
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kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio 

decidendi.
33

 

Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan 

studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), 

beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan 

Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.
34

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penulis menggunakan data sekunder dalam penulisan skripsi ini. Data 

sekunder ialah pada waktu penelitian dimulai data sudah ada atau sudah pernah 

diteliti oleh peneliti lain. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan 

referensi dalam penelitian, sehingga data sekunder bercirikan kepada 

kepustakaan. 

Data sekunder ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan 

terhadap bahan bahan hukum, seperti mengkaji peraturan perundang-undangan, 

data sekunder bersumber dari buku-buku pustaka, dan bahan-bahan tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun data sekunder 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif, 

artinya mempunyai otoritas pembuatan pengaturan dan mengikat secara 
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hukum (abasah). Bahan hukum primer teridiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang 

digunakan penulis adalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

pada skripsi ini,antara lain : 

a. HIR (Het Herzine Indonesich Reglement), 

b. KUH Perdata, 

c. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elekronik 

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 

286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ 

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel 

ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum 

sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder 

maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum 

primer. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 



 
 

sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, 

kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.: 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai pendekatan dan bahan yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini, 

maka metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah metode 

kepustakaan (Library Research). Metode kepustakaan ialah cara mencari 

bahan-bahan hukum melalui buku dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta 

peraturan perundang-undangan, serta artikel yang berhubungan dengan 

penelitian. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai 

sumber, seperti undang-undang, aritkel, dan lain lain, kemudian bahan tersebut 

diolah dan dirumuskan secara sistematis agar dapat menemukan pemecahan 

masalah. Melalui teknik pengelolaan bahan hukum ini diharapkan dapat 

memberikan suatu jawaban atas rumusan masalah yang ada. 

 

 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 



 
 

mengorganisasikan data,  memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat 

dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
35

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik yang digukan untuk menarik kesimpulan dalam penulisan skripsi 

ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif. Penarikan kesimpulan secara 

deduktif adalah  penarikan kesimpulan berawal dari pengertian umum yang 

kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus.
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